




A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai negara yang memproklamirkan dirinya sebagai negara 
hukum, Indonesia bukan negara yang berlandaskan kesewenang-wenangan 
atau kekuasaan saja. Sebagai suatu negara, Indonesia pasti mempunyai 
permasalahan hukum, yang di dalamnya tidak hanya membahas tentang 
pelaku tindak pidana dan perbuatannya saja, tapi juga membahas tentang 
bagaimana pelaksanaannya. 
Permasalahan hukum di Indonesia masih memiliki pro dan kontra 
salah satunya tentang diberlakukannya pidana mati. Dimana sebagian orang 
beranggapan bahwa pidana mati tidak cocok diterapkan. Beberapa orang 
lainya beranggapan bahwa secara legal pidana mati itu berasal dari Islam. 
Beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama juga menjelaskan ada 
beberapa delik pidana yang diancam dengan pidana mati. Diantarannya ada 
zina, murtad, pembunuhan secara sengaja, dan lain-lain.1 melihat adanya hal 
tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa hukum positif di Indonesia dan 
hukum Islam sama-sama membahas dan melegalkan pidana mati.  
Memperhatikan pro dan kontra pidana mati ternyata tidak hanya 
sebatas isu Nasional, tapi juga sudah menjadi isu Internasional (dunia), salah 
satu alasannya karena pidana mati dianggap melanggar hak asasi manusia.2 
                                                             
1 Ahmad Rofiq. 1995. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 
Hal. 39. 
2 Mawardi A.I. 1980. Hukuman mati menurut islam. Jakarta. Fakultas Ekonomi 
Universitas Gajah Mada. Hal, 1-2. 
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Walaupun begitu nyatanya Indonesia punya aturan-aturan khusus tentang 
pidana mati. Alasan kedua timbulnya pro dan kontra tentang pidana mati itu 
karena pelaksanaannya yang dianggap tidak pantas, tidak manusiawi dan lain 
sebagainya. Beberapa negara di dunia 7 diantaranya sudah menghapuskan 
pidana mati. Hanya 58 negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana 
mati, Indonesia salah satunya3.  
Dalam pemerintahan di Indonesia saat ini, salah satunya 
diberlakukannya pidana mati oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik 
Indonesia dalam pemerintahannya yang telah menjalankan dua gelombang 
eksekusi mati terhadap kasus narkoba. Eksekusi pertama tepatnya pada 
tanggal 18 Januari 2015, lalu yang kedua pada tanggal 29 April 2015. 
Sejauh ini menurut informasi dan keterangan yang penulis dapati 
pidana mati yang dilakukan di Indonesia sudah diminimalisir sedapat 
mungkin, tapi dalam hal-hal tertentu pidana mati itu akhirnya harus tetap di 
jatuhkan terhadap kasus yang di anggap berat. Walau sudah di sistem 
demikian tetap saja sampai saat ini ada saja yang menganggap pidana mati 
tidak dapat memberikan efek jera, tapi malah ditakutkan akan menghilangkan 
hak hidup seseorang. Misal ketika seorang terpidana telah dijatuhi pidana 
mati, ternyata setelah dia mati ditemukan hal-hal yang dapat meringankan 
hukumannya maka hal itu dianggap terlambat.4 
Hingga akhirnya kembali muncul wacana dalam sebuah artikel di 
media menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Al Araf meminta, agar 
                                                             
3 Dani Prabowo, Proses Hukum Masih Banyak Masalah Hukuman Mati Dianggap 
Berbahaya,  http://nasional.compas.com, diakses tanggal 15 Agustus 2017. 
4 Ibid. Hal, 3. 
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Presiden Joko Widodo memperhatikan kecenderungan sejumlah negara lain 
yang telah menghapus praktik hukuman mati.5 Ada juga yang meminta 
Presiden Joko Widodo untuk membatalkan eksekusi mati Zulfikar Ali. Tapi 
Presiden Joko Widodo mengatakan pidana mati tidak dapat di intervensi, 
karena itu adalah kedaulatan hukum dan kedaulatan politik di negara 
Indonesia, yang tercantum jelas dalam hukum positif.6 
Terlepas dari konsep di atas, setiap ketentuan di dalam agama Islam, 
termasuk hukum pidana akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan 
terhadap kepentingan manusia. Di kalangan para ulama' dikenal dengan apa 
yang disebut maqosid syari'ah, yaitu tujuan hukum pidana Islam yang 
mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan 
manusia yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab, dan harta benda.7 Dalam 
kitab-kitab fikih, pembahasan tentang pidana mati sendiri menjadi bagian dari 
pembahasan tentang kriminalitas (aljinayah).8 
Indonesia sendiri telah mengatur tentang pidana mati secara khusus. 
Salah satunya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab 
II mengenai pidana, pasal 10 yang tertulis di dalamnya mengenai macam-
macam pidana, terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Tertulis 
dengan jelas pidana mati termasuk pidana pokok yang menempati urutan 
                                                             
5 Ibid. 
6 Nasrudin Sahardjo, Negara Lain Tak Boleh Intervensi Penegakan Hukum di Indonesia, 
http://porosberita.com, diakses tanggal 12 Oktober 2017. 
7 Noerwahidah.1994. Pidana Mati dalam Hukum Islam. Surabaya. Al-Ikhlas. Hal. 13. 
8 Mawardi A.I. Hukuman Mati Menurut Islam. Yogyakarta,.Fakukltas Ekonomi 
UGM. 1980.  Hal. 79. 
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pertama.9 Adapun beberapa ketentuan Undang-undang lainnya yang memuat 
sanksi pidana mati. Membicarakan pidana mati sendiri dalam perspektif 
Islam, berarti berbicara soal syariat itu sendiri seperti yang penulis sampaikan 
di atas. Dimana sekalipun Islam mengenal dan melegalkan pidana mati, 
dalam hukum pidana Islam ternyata terdapat beberapa ketentuan khusus yang 
membuat pidana mati tidak bisa dengan mudah dijatuhkan.10 
Melihat banyaknya pro dan kontra tentang pidana mati berdasarkan 
uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas apa-apa saja kekurangan dan 
kelebihan pidana mati dalam bentuk tulisan yang berjudul “Pidana Mati Di 
Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” 
yang akan dibahas oleh penulis lebih lanjut dalam penulisan hukum ini.  
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 
Agar pokok permasalahan dalam memahami hasil penelitian penulisan 
hukum ini tidak terlalu luas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang 
lingkup pembahasan hanya pada pidana mati di Indonesia. Dari permasalahan 
tersebut dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut: 
1) Bagaimana pidana mati di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum positif 
dan hukum Islam? 
2) Apa saja kelebihan dan kekurangan pidana mati yang diterapkan di 
Indonesia ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam? 
                                                             
9 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 
Hal. 25. 
10 Mawardi A.I. 1980. Hukuman Mati Menurut Islam. Yogyakarta. Fakukltas Ekonomi 
UGM. Hal, 79. 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini ditulis adalah sebagai berikut : 
1) Untuk mengetahui bagaimana pidana mati di Indonesia ditinjau dari 
perspektif hukum positif dan hukum Islam. 
2) Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pidana mati yang 
diterapkan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum 
Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah 
keilmuan bagi para akademisi di Universitas Muhammadiyah Malang, 
khususnya Fakultas Agama Islam dan juga Fakultas Hukum, mengenai 
pidana mati di Indonesia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. 
Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam rangka adanya pro dan kontra soal pidana mati di Indonesia. 
Serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam 
perkuliahan dan mengaplikasikannya dalam praktek di lapangan. Juga sebagai 
wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti. Dan 
menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan 
untuk melakukan kajian dan Praktik selanjutnya. 
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E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a) Bagi akademisi, untuk menambah kajian keilmuan dalam bidang hukum 
pidana khususnya mengenai pidana mati di Indonesia ditinjau dari 
perspektif hukum positif dan hukum Islam. 
b) Bagi elit pengambil kebijakan, untuk mengembangkan pemikiran dan 
kepastian hukum serta penanganan yang lebih baik tentang pidana mati di 
Indonesia. 
c) Bagi masyarakat pada umumnya, untuk memberikan wawasan keilmuan 
yang lebih, dalam bidang hukum pidana. Mengenai pidana mati baik dari 
sisi hukum positif maupun hukum Islam agar sekiranya dapat mengurangi 
pro dan kontra yang ada. 
F. Metode Penelitian 
Penulisan ini berdasarkan pada satu penelitian melalui studi pustaka 
yang relevan. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode : 
1) Pendekatan Masalah 
Pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
yaitu dengan melakukan analisa isi, menganalisa dengan cara menguraikan 
dan mendeskripsikan isi dari peraturan-peraturan dan hukum yang penulis 
dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan 
sehingga bisa ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan 
sistematis sesauai dengan tujuan yang dikehendaki penulisan hukum ini. 
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2) Jenis Bahan Hukum 
Biasanya di dalam penelitian, dibedakan antara bahan hukum yang 
didapat langsung dan dari bahan hukum pustaka. Dalam penelitian yang 
dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan  library 
research (studi pustaka), metode pokok yang penulis gunakan dalam 
mengumpulkan bahan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan 
dan menelusuri buku-buku dan tulisan yang relefan dengan tema kajian 
ini.11 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum  
primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : 
a) Bahan hukum primer 
Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan 
penulis di antaranya adalah Dokumen Peraturan yang mengikat dan 
telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan-peraturan lain yang 
terkait tentang pidana mati dan pelaksanaanya, juga dalam Al-qur’an 
dan Hadist. 
b) Bahan hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh 
dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.12 Di antaranya buku-
                                                             
11Suharsimi Ariskunto. 2002. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. 
PT Rineka Cipta. Cetakan ke-12. Hal. 206. 
12 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media 
Group. Hal, 93. 
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buku karya ahli, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian terdahulu, dan 
sumber dari internet  yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 
c) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Studi dokumen, yakni melakukan inventarisasi dokumen dan 
peraturan-peraturan yang relevan dengan objek penelitian, melakukan 
penelusuran kepustakaan melalui berbagai media baik tulis ataupun 
elektronik, kemudian mengkaji keseluruhan dokumen dan peraturan-
peraturan terkait seputar pelaksanaan hukuman mati dengan Al-qur’an 
dan Hadist terkait judul penelitian hukum yang akan dilakukan. 
d) Teknik Analisa Bahan Hukum 
Bahan hukum sekunder yang telah disusun secara sistematis akan 
dianalisa menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif 
dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, 
sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai 
sumber yang berhubungan dengan topik penulisan hukum ini, sehingga 
akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian 
yang telah dirumuskan. Sedangkan untuk teknik penulisan mengikuti 
pedoman penulisan hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang 2017. 
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G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam pembahasan terhadap masalah yang 
penulis angkat. Maka penulisan hukum ini akan disusun dalam empat bab 
yang masing-masing bab dibagi dalam sub bab, sebagai berikut: 
BAB I, berisi tentang pendahuluan. Hal ini mencangkup latar 
belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian,  kegunaan penelitian, metode penelitian, dan diakhiri 
dengan sistematika penulisan. 
BAB II, berisi tentang tinjauan pustaka. Mencakup pidana mati 
dalam penelitian terdahulu,tinjauan teoritis tentang pidana dalam hukum 
positif, tinjauan teoritis tentang pidana dalam hukum Islam, dan diakhiri 
tinjauan tentang pidana mati. 
BAB III, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Mencakup 
pidana mati dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, kelebihan dan 
kekurangan pidana mati dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. 
BAB IV, terakhir berisi penutup, mencangkup  kesimpulan dan 
saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi 
pula dengan berbagai lampiran yang diperlukan. 
